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ABSTRAK

Nama : Shalahuddin Suriadiredja
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan

Harta Debitor Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan
Dan PKPU No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus PT Kaya Matex
vs PT SK Keris Perkara Nomor: 013 K/N/2006)

Penelitian ini membahas mengenai kepailitan debitor pailit yang mempunyai
asset lebih besar dari utang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah
bagaimana batasan kewenangan kurator terkait pengurusan dan pemberesan harta
pailit dalam hal harta pailit melebihi seluruh tuntutan kreditor. Tujuannya ialah untuk
mengetahui sejauh mana kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan
pemberesan harta pailit dapat dilakukan dalam hal harta pailit lebih besar dari utang.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian
kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kemudahan dalam
menjatuhkan pailit kepada debitor. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip
kewajaran dapat digunakan dalam membatasi kewenangan kurator pada waktu
melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal harta pailit lebih besar
dari utang.

Kata kunci:

Kepailitan, Harta Pailit, Kurator
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ABSTRACT

Name : Shalahuddin Suriadiredja
Study Program . Law
Title . Receivership And Administrator Authority In Management

And Settlement Of Bankcrupt Debtor Asset Based On
Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU No. 37 Tahun 2004
(Case Study PT Kaya Matex vs PT SK Keris Case Number:
013 K/N/2006)

This research examined about bankcrupt debtor’s bankcruptcy which has asset
bigger than it’s debt. The main issues in this research is how the receivership
authority in doing management and settlement of bankcruptcy assets can be limited
when debtor asset is bigger than it’s debt. The main purpose of this research is to
know how far the receivership authority in doing management and settlement of
bankcuptcy assets can be implement when the debtor asset is bigger than it’s debt.
The research method used in this research is normative law research which is a
library research. This research found that there was simplicity in pronounce
bankcruptcy verdict to a debtor. This research also found that fairness principle can
be use to limiting receivership’s authority in doing management and settlement of
bankcruptcy assets when the asset is bigger than it’s debt.

Key words:

Bankcruptcy, Bankcruptcy Assets, Receivership
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada bulan Juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter
tersebut kemudian menjadi makin parah karena terjadinya krisis politik yang
mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada
tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar
rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Hal itu telah mengakibatkan
utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para
kreditor luar negeri, menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan
banyak sekali debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya. Di
samping itu kredit macet di perbankan dalam negeri juga makin membubung
tinggi secara luar biasa (sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang
juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau Non-Performing Loans
yang memprihatinkan), yaitu sebagai akibat terpuruknya sector riil. *

Banyaknya utang-utang dari para pengusaha Indonesia ini juga
diakibatkan karena modal yang dipergunakan oleh para pengusaha Indonesia
tersebut bukanlah dari modal sendiri, namun juga modal yang berasal dari utang,
termasuk juga utang dari luar negeri. Memang suatu hal yang wajar dalam dunia
bisnis untuk tidak menggunakan modal dari uangnya sendiri, namun perlu
diperhatikan tingkat kewajaran dalam jumlah utang yang dipinjam. Hal ini
kemudian ditambah juga dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dollar
mengakibatkan jumlah utang yang dipinjam dengan mata uang asing khususnya
dollar menjadi berlipat ganda. Pada saat itu memang banyak perusahaan yang
tidak bisa membayar utangnya dan menimbulkan kredit macet.

Dihadapkan pada situasi tersebut, masyarakat kreditor mulai mencari-cari

sarana yang dapat digunakan untuk menagih tagihannya dengan memuaskan.

1 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan, cet. 1V, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 22.
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Dirasakan bahwa peraturan kepailitan yang ada, yaitu Failissementsverordening,
sangat tidak dapat diandalkan. Sementara itu pula upaya restrukturisasi utang
tidak terlalu tampak menjanjikan bagi para kreditor karena masih terpuruknya
sektor riil. Selain itu, dikhawatirkan upaya penyelesaian utang dengan menempuh
restrukturisasi utang prosesnya akan dapat berlangsung lama. Banyak debitor
yang sulit dihubungi oleh para kreditornya karena berusaha mengelak untuk
bertanggungjawab atas penyelesaian utang-utangnya. Sementara itu, upaya
restrukturisasi utang hanya mungkin ditempuh apabila debitor bersedia bertemu
dan duduk berunding dengan para kreditornya atau sebaliknya. Disamping adanya
kesediaan untuk berunding itu, bisnis debitor harus masih memiliki prospek yang
baik untuk mendatangkan revenue sebagai sumber pelunasan utang yang
direstrukturisasi itu.?

Lamanya upaya penyelesaian utang dengan cara restruksturisasi utang
tersebut dikarenakan selain debitor tidak mudah untuk dihubungi juga belum
adanya prospek yang nyata bahwa usaha debitor akan membaik dalam waktu
dekat. Debitor yang sulit dihubungi tersebut memang merupakan hal yang cukup
merepotkan bagi para kreditornya.

Mengingat upaya restrukturisasi utang masih belum dapat diharapkan akan
berhasil baik, sedangkan upaya melalui kepailitan dengan menggunakan
Faillissementverordening yang berlaku dapat sangat lambat prosesnya dan tidak
dapat dipastikan hasilnya, maka masyarakat kreditor, terutama masyarakat
kreditor luar negeri, menghendaki agar peraturan kepailitan Indonesia, yaitu
Faillissementverordening, secepatnya dapat diganti atau diubah. IMF sebagai
pemberi utang kepada pemerintah Republik Indonesia berpendapat pula bahwa
upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan
penyelesaian utang-utang luar negeri para pengusaha Indonesia dan upaya
penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh karena itu, IMF
mendesak pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau mengubah
peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu Faillissementverordening, sebagai sarana

penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para kreditornya.

2 |bid., hal. 22-23.

Universitas Indonesia
Kewenangan kurator..., Shalahuddin Suriadiredja, FHUI,2011



Sebagai hasil desakan IMF tersebut, akhirnya pemerintah turun tangan,
dan lahirlah Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan). Perpu tersebut telah mengubah dan
menambah beberapa pasal Peraturan Kepailitan (Faillissementverordening).*
Setelah diterbitkannya Perpu Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 oleh
pemerintah, lima bulan kemudian Perpu Kepailitan diajukan kepada DPR. Pada
tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan itu
ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998. Kemudian pada akhirnya pemerintah
berhasil menyusun RUU yang dimaksud yaitu “RUU tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” dan setelah dibahas dengan DPR
kemudian diundangkan menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.’

Desakan IMF tersebut yang akhirnya membuat pemerintah menerbitkan
Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang
Kepailitan dan pada akhirnya menerbitkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan
senjata bagi para kreditor luar negeri untuk menagih utangnya pada para debitor
dalam negeri, berbalik menyerang perusahaan luar negeri yang berada di
Indonesia dalam kasus kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife (PT. AJMI). Dalam
kasus kepailitan ini, PT. Asuransi Jiwa Manulife ini, sebagai perusahaan asuransi
yang mempunyai asset besar dipailitkan oleh pengadilan niaga.

Putusan ini sempat memicu banyak reaksi keras dari berbagai kalangan
karena putusan pailit tersebut dijatuhkan terhadap suatu perusahaan yang masih
solvent (dinyatakan sehat dan memiliki CAR di atas rata-rata/ adanya
kesanggupan membayar utang). Berdasarkan laporan keuangan PT. AJMI tahun
buku 1998 dan 1999 yang dibuat oleh Ernst & Young, selaku auditor independen,
yaitu “Consolidated Financial Statement December 31 1999 and 1998, telah

% Ibid., hal. 23.
*Ibid., hal. 23.

% Ibid., hal. 27-28.
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ditentukan bahwa PT. AJMI telah mendapat surplus dari keuntungan sebesar Rp
186.306.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus enam juta
rupiah). Sedangkan total kewajiban PT. AJMI yang didalilkan oleh pemohon
pailit berjumlah sebesar Rp 32.789.856.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus
delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).®

Walaupun pada akhirnya Mahkamah Agung membatalkan kepailitan PT
Asuransi Jiwa Manulife, namun hal ini cukup mengejutkan karena ternyata
perusahaan dengan asset yang besar dapat dipailitkan walaupun jumlah utangnya
sedikit. Hal ini menunjukkan adanya semacam celah dalam undang-undang
kepailitan di Indonesia. Namun semenjak diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, perusahaan asuransi hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan.

UU No. 4 Tahun 1998 saat ini telah berubah menjadi UU No. 37 Tahun
2004. UU Kepailitan seyogianya memuat asas-asas dan ketentuan yang dapat
diterima secara global (globally accepted principles). Didalam era dimana
perdagangan sudah melampaui batas-batas suatu negara, maka hukum suatu
negara dapat berubah karena tekanan kepentingan ekonomi. Negara tersebut
secara sadar mengubah Undang-Undangnya untuk mendapat akses ke pasar
internasional. ’

Tidak diaturnya persyaratan bahwa Debitor dalam keadaan tidak mampu
membayar kemungkinan besar hal itu disengaja, terutama oleh para perancang
asing yang didanai oleh Internasional Monetary Fund (IMF) dan terabaikan oleh
perancang maupun pembentuk UU dari Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk
melindungi kepentingan para kreditor asing.® Namun ketika perkara kepailitan ini
berbalik menimpa perusahaan asing, maka dapat dilihat bahwa perusahaan asing

sebesar PT Asuransi Jiwa Manulife pun dapat saja dipailitkan.

6 Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi, cet. I,
(Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2007), hal. 1-3.

7 Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, cet. I,
(Jakarta: Softmedia, 2010), hal. 15.

8 Ibid., hal. 15.
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Kasus PT Asuransi Jiwa Manulife tersebut diatas cukup unik karena
ternyata Mahkamah Agung membatalkan kepailitannya. Namun ada juga
perusahaan yang mempunyai asset besar tetapi dapat juga dipailitkan dan
dilakukan pemberesan harta pailitnya. Yang menjadi permasalahan bagaimana
jika perusahaan beraset besar yang dipailitkan tersebut jumlahnya banyak.
Bagaimana dengan nasib para karyawan dan buruh-buruh yang bekerja di
perusahaan-perusahaan tersebut.

Menurut Jerry Hoff, suatu hukum kepailitan yang berjalan dengan baik
dan berfungsi sangatlah penting dalam kehidupan modern ini yang hidup dari
kucuran kredit dalam jumlah besar yang diberikan oleh bank dan pasar modal.
Kredit memainkan peranan penting karena sangat tidak mungkin dan tentunya
kurang menguntungkan untuk melanjutkan usaha tanpa kredit.”

Untuk memperoleh kredit membutuhkan kepercayaan; kepercayaan
kreditor bahwa debitor akan melunasi utangnya tepat pada waktunya.
Kepercayaan ini tidak dapat diabaikan. Karena itu, dalam situasi dimana seorang
debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, harus ada suatu sistem kepailitan
yang berjalan dan berfungsi dengan baik. Sistem demikian harus dapat
mendukung pengembalian jumlah kredit kepada para kreditor dengan suatu cara
yang berimbang, cepat dan efisien.*

Maka merupakan hal yang wajar apabila suatu hukum kepailitan dapat

memenuhi tujuan-tujuan di bawah ini:"*

- Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan.
Semua kekayaan debitor harus ditampung dalam suatu kumpulan dana
yang sama, disebut sebagai harta kepailitan, yang disediakan untuk

pembayaran tuntutan kreditor. Kepailitan menyediakan suatu forum untuk

9 Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, cet. I, (Jakarta: PT Tatanusa,
2000), hal. 9.

10 Ipid., hal. 9.

11 Ipid., hal. 9-10.
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likuidasi secara kolektif atas asset debitor. Hal ini mengurangi biaya
administrasi dalam likuidasi dan pembagian kekayaan debitor. Ini

merupakan suatu jalan cepat untuk mencapai likuidasi dan pembagian.

Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat
diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor.

Pada dasarnya, kreditor dibayar secara pari passu; mereka menerima suatu
pembagian secara pro rata parte dari kumpulan dana tersebut sesuai
dengan besarnya tuntutan masing-masing. Prosedur dan peraturan dasar
dalam hubungan ini harus dapat memberikan suatu kepastian dan
keterbukaan. Kreditor harus mengetahui sebelumnya mengenai kedudukan

hukumnya.

Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan
yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditor dan
kebutuhan social dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan
debitor dalam kegiatan usahanya. Dalam hukum kepailitan moderen,
perhatian yang besar diberikan kepada kepentingan social yang dilayani
oleh kesinambungan kegiatan usaha dan terdapatnya kelangsungan

kesempatan kerja.

Merujuk pada 3 (tiga) tujuan hukum kepailitan di atas, dalam praktek

ternyata banyak sekali ditemui kendala-kendala yang mengakibatkan ketiga tujuan

di atas sangat sulit untuk dicapai melalui hukum kepailitan. Kendala yang paling

sering ditemui dalam praktek adalah masalah celah hukum pada Undang-Undang

Kepailitan terkait asset debitor. Dalam hal ini bukan saja karena jumlah asset yang

dimiliki oleh debitor ternyata tidak mencukupi seluruh tuntutan kreditor (yang

sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena tentu apabila aset dari debitor

mencukupi seluruh hutangnya, perusahaan debitor atau debitor itu sendiri tidak

akan dipailitkan), tetapi juga karena harta debitor justru sangat jauh melebihi

seluruh nilai tuntutan kreditor.
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Ketika harta debitor dalam pailit justru melebihi tuntutan kreditor, layak
untuk dipertanyakan kepatutan debitor tersebut dipailitkan. Masalah lain yang
juga menarik untuk dibahas adalah kewenangan kurator sebagai pihak yang
ditunjuk untuk mengurus harta debitor dalam pailit yang sedemikian besarnya.

Baru-baru ini di berbagai media massa diberitakan mengenai penangkapan
seorang hakim dan seorang kurator mengenai masalah korupsi. Yang menarik
adalah di salah satu media online diberitakan bahwa penjualan asset dari
perusahaan tersebut mencapai Rp. 36 Milyar. Ada dua asset yang dijual, masing-
masing senilai Rp 16,5 Milyar dan Rp 19,5 Milyar. Ternyata utang perusahaan
tersebut yang merupakan debitor pailit sebesar Rp 220 juta. Adanya perbedaan
yang cukup besar antara jumlah utang debitor pailit dan besarnya aset debitor
pailit memunculkan pertanyaan mengapa hal seperti ini dapat terjadi. Kemudian
yang tidak kalah menariknya ialah masih pada kasus yang sama, diberitakan
bahwa kedua asset tersebut dijual secara langsung.'? Seharusnya asset pailit dijual
melalui lelang, jika tidak laku maka dapat dijual melalui penjualan di bawah
tangan atas izin hakim pengawas. **Penjualan asset dalam rangka pemberesan
harta pailit memang merupakan kewenangan kurator. Namun perlu diperhatikan
juga bagaimana melaksanakan kewenangan kurator tersebut dalam hal harta pailit
lebih besar dari utang.

Perlindungan terhadap kepentingan kreditor semakin bertambah tegas
dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sebelum itu, secara substantive
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pun lebih berpihak terhadap kepentingan
kreditor setidaknya dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kreditor dengan mudah
dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena pembuktiannya
sederhana, yaitu dipenuhinya syarat adanya dua kreditor atau lebih dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Kedua, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga cenderung

12 Kurator Puguh Jual Dua Aset PT SCI Rp 36 M ke Otto Hasibuan,
http://www.tribunnews.com/2011/06/04/kurator-puguh-jual-dua-aset-pt-sci-rp-36-m-ke-otto-
hasibuan, diakses 10 Juni 2011.

13 Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, UU No. 37 tahun 2004, LN No.
131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 185 ayat 1 dan 2.
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melindungi kepentingan kreditor, karena jangka waktunya relatif singkat, proses
perdamaian ditentukan oleh kreditor, dan terdapat peluang untuk membatalkan
putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap. **

Jika perlindungan kreditor semakin di pertegas seharusnya debitor pun
turut dipertegas perlindungannya dalam hal asetnya masih lebih besar dari
utangnya. Adanya kemudahan dalam mempailitkan debitor ditambah dengan
adanya kewenangan yang sangat besar dari kurator dalam rangka menjalankan
pengurusan dan pemberesan harta pailit, merupakan celah hukum dalam Undang-
undang Kepailitan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak
baik.

Untuk memberikan gambaran nyata keterkaitan antara celah hukum
Undang-Undang Kepailitan dengan kedua permasalahan yang dikemukakan
Penulis dalam paragraph terdahulu, maka dalam tesis ini Penulis akan meninjau
kasus kepailitan PT. Kaya Matex melawan PT SK Keris. Dalam putusan No.
10/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, Majelis Hakim Pengadilan Niaga
menyatakan PT Kaya Matex pailit lantaran perusahaan ini terbukti berutang pada
PT SK Keris sebesar Rp 516.972.902,00 (lima ratus enam belas juta Sembilan
ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus dua rupiah) dan US$ 227.148,24 (dua
ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan poin dua puluh empat sen
dollar Amerika Serikat) yang telah jatuh tempo. Majelis hakim lalu menunjuk Aa
Dani Saliswijaya, S.H., M.H. sebagai Kurator, sedangkan pengawasan pailit
diserahkan pada Hakim Sudrajat Dimyati S.H. Yang menjadi permasalahan dalam
putusan ini ialah asset dari PT Kaya Matex ternyata lebih besar dari jumlah
hutangnya. Jika seorang kurator menangani debitor pailit yang asetnya lebih besar
dari utangnya, maka jika dilakukan pemberesan dan apabila setelah pemberesan
harta pailit terdapat sisa harta pailit kemudian akan dikemanakan sisa harta pailit
yang ada? Apakah akan dikembalikan kepada debitor pailit ataukah akan dibagi
kepada para kreditornya? Menarik untuk dilihat sejauh mana kewenangan seorang
kurator dalam hal harta pailit lebih besar dari jumlah utangnya. Karena bukan

14 Siti Anisah, “Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam UU Kepailitan:
Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung,” Jurnal Hukum Bisnis (Volume
28 2009): 14.
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hanya kasus PT Kaya Matex saja dimana terdapat harta pailit lebih besar dari
utang. Kejadian serupa terdapat juga dalam kasus kepailitan PT. Pertextilan
Ratatex (“Ratatex”). Dalam putusan No. 59/Pailit/2009, majelis menyatakan
Ratatex pailit lantaran perusahaan ini terbukti berutang pada Ilwan Darmawan
Soejadi sebesar Rp120 juta yang telah jatuh tempo. Majelis hakim lalu menunjuk
Soedeson Tandra, Joko Prabowo dan Anita Kadir sebagai tim kurator, sedangkan
pengawasan pailit diserahkan pada hakim Yulman. Yang juga menjadi
permasalahan dalam putusan ini ialah asset dari PT Pertekstilan Ratatex ternyata
lebih besar dari jumlah hutangnya.

Dalam hal ini, tujuan ketiga kepailitan sebagaimana dikemukakan oleh
Hoff untuk mempertahankan debitor dalam kegiatan usahanya tidak dijadikan
acuan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Dengan dipailitkannya debitor yang
mempunyai harta lebih besar dari utang maka adalah tanggung jawab Kurator,
sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus harta debitor dalam pailit,
untuk menggunakan dan melaksanakan kewenangannya dalam mengurus harta
debitor pailit agar tidak merugikan bagi harta pailit. Diperlukan juga itikad baik
dari Kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan
pemberesan harta pailit.

Dengan demikian, permasalahan kepailitan sebenarnya bukan lagi
mengenai asset debitor, melainkan masalah timbul justru dari pihak-pihak yang
tidak beritikad baik berusaha mengambil keuntungan dari kendala asset tersebut
melalui hukum kepailitan ini. Itikad tidak baik bisa berasal dari berbagai pihak,
bisa dari pihak debitor sendiri, kreditor bahkan kurator. Akibatnya maka tujuan
hukum kepailitan sebagaimana diuraikan di atas, menjadi tidak tercapai. Karena
itu, itikad baik juga diperlukan dalam menangani masalah kepailitan.

Kemudian hal berikutnya yang juga menarik untuk diteliti dalam rangka
pemberesan harta pailit ialah mengenai kedudukan hukum masing-masing
kreditor dalam pembagian harta pailit. Kreditor-kreditor yang bagaimana saja
yang dapat didahulukan serta bagaimana menentukan peringkat dari masing-
masing kreditor tersebut. Sebab ada beberapa undang-undang yang memberikan
hak istimewa untuk didahulukan kepada kreditor tertentu. Dalam undang-undang

pajak disebutkan bahwa pajak adalah kreditor preferen sedangkan dalam undang-
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undang mengenai ketenagakerjaan juga disebutkan buruh mempunyai hak untuk
didahulukan. Menarik untuk diteliti bagaimana kedudukan kedua kreditor ini
terhadap kreditor pemegang hak jaminan lainnya dan juga kreditor-kreditor yang
mempunyai hak mendahulu lainnya. Oleh karena itu penelitian ini juga akan
membahas mengenai bagaimana sebenarnya susunan peringkat para kreditor

dalam pembagian harta pailit.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut, maka dalam penulisan tesis

ini, penulis hendak membahas mengenai :

1. Bagaimana kedudukan debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana penggolongan kreditor dalam kepailitan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

3. Bagaimana batasan kewenangan kurator terkait pengurusan dan
pemberesan harta debitor pailit dalam hal harta debitor pailit melebihi

seluruh tuntutan kreditor?

1edn Tujuan Penelitian

1. Memaparkan alasan-alasan bagaimana debitor dapat dipailitkan oleh
kreditor khususnya debitor yang asetnya lebih besar dari utangnya dan
kedudukan hukum debitor pailit tersebut.

2. Memaparkan penggolongan kreditor dalam kepailitan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pendapat
para ahli.

3. Menganalisis sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh kurator dalam
melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal harta pailit

lebih besar dari utang debitor.
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1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana debitor yang
asetnya lebih besar dari utangnya dapat dipailitkan oleh kreditornya.

2. Kemudian penelitian ini bermanfaat pula untuk mengetahui bagaimana
kedudukan peringkat para kreditor dalam kepailitan.

3. Serta penelitian ini bermanfaat juga untuk mengetahui kewenangan apa
saja yang dimiliki oleh seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan
pemberesan harta pailit dimana harta pailit lebih besar dari utang debitor.

1.5} Kerangka Teori

Pembahasan atas pokok-pokok permasalahan tersebut akan dilakukan
Penulis dengan menggunakan kerangka-kerangka teori sebagai berikut :

Dalam teori hukum alam, keadilan merupakan cita-cita yang universal,
abadi dan bersifat abstrak. Keadilan demikian absolute keberadaannya didalam
hukum, sehingga tidak ada satupun ketentuan normative (buatan manusia) yang
dapat menghilangkannya, jika ada ketentuan normative yang tidak mencerminkan
keadilan, maka norma tersebut harus disingkirkan atau setidaknya diragukan
kelayakan dan keabsahannya sebagai hukum.*

Le Fur menganggap pentingnya konsepsi hukum alam karena berkaitan
dengan ide tentang keadilan. Teori hukum alam bersandar pada tabiat manusia
yang, sebagai makhluk yang berakal, menunjukkan kepada manusia bahwa ia
ciptaan kehendak dan kecerdasan yang lebih tinggi, yakni kehendak dan
kecerdasan Tuhan. Hukum alam hanya menyediakan kerangka umum prinsip-
prinsip hukum. Ada tiga prinsip: kesucian kewajiban, kewajiban untuk
memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku yang tidak sah, dan

menghormati kekuasaan. Pembedaan tripartite ini tidak jauh berbeda dari tiga

15 purnawidhi W. Purbacaraka, Kajian Filosofis Dalam Bidang Hukum (Suatu
Pengantar), (Jakarta: Penerbit FHUI, 2008), hal. 63.
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prinsip yang terkenal tentang lembaga-lembaga. Kerangka diisi dengan “hukum
rasional atau ilmiah”. Ini hasil penerapan akal atas fakta-fakta (donnes) sejarah
dan ekonomi, sehingga menyesuaikan hukum dengan kebutuhan-kebutuhan
masyarakat dan keadaan-keadaan yang berbeda. Hukum positif berasal dari
sumber-sumber ini, baik landasannya maupun objeknya. Hukum positif, yang
objeknya adalah benda milik umum, harus mempunyai landasan moral. Fungsinya
ialah untuk menentukan, berbuat seksama, dan memberi sanksi pada perintah-
perintah hukum alam yang dikembangkan oleh hukum rasional.*®

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu hukum haruslah terdapat
keadilan didalamnya. Dalam suatu ketentuan ataupun peraturan haruslah terdapat
keadilan. Menurut teori hukum alam ini suatu ketentuan atau peraturan tidak
boleh terlepas dari keadilan didalamnya.

Hukum atau peraturan perundang-undangan harusnya adil, tapi nyatanya
seringkali tidak. Hukum terkait dengan keadilan tanpa sepenuhnya
menyadarinya.!” Dalam kaitan ini, penelitian ini akan melihat apakah dalam
ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 secara
umum dan khususnya Pasal 2 ayat 1 yang mengatur mengenai syarat-syarat pailit
dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan ataukah tidak bagi kedua pihak yaitu
debitor dan kreditor serta stakeholders yang terdapat didalamnya.

John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice menjelaskan teori keadilan
sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of
opportunity. Inti the difference principle adalah bahwa perbedaan sosial dan
ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka
yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip
perbedaan menuju ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan
unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sementara itu the principle of

fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang

16 W, Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, ed. I, cet. I, (Jakarta: Rajawali, 1990), hal.
111

17 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, cet. 1I, (Bandung:
Nusamedia, 2008), hal. 239.
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mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan
otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. 2

Teori keadilan dalam makalah ini berguna untuk meneliti apakah keadilan
sudah diterapkan dengan baik dalam hal adanya debitor yang dipailitkan namun
masih mempunyai asset yang besar maupun terhadap pihak-pihak terkait seperti
pegawai, dan keluarga pegawai dari perusahaan yang dipailitkan, yang terkena
efek domino dari suatu putusan pailit.

Pada dasarnya kepailitan merupakan suatu efek yang timbul dari suatu
perjanjian kredit atau pinjam meminjam yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu
pihak. Akibat yang muncul dari tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, maka
diajukannya permohonan kepailitan dengan tujuan didapatkan kembali asset yang
seimbang dengan haknya. Untuk itu teori keadilan John Rawl menjadi dasar
pemikiran perlunya kesempatan bagi debitor untuk melakukan atau juga
melanjutkan usahanya tanpa harus dipailitkan secara keseluruhan. Adil disini
maksudnya ialah adil bagi keduabelah pihak yaitu pihak kreditor mendapatkan
kembali apa yang menjadi haknya dan pihak debitor berusaha untuk memenuhi
kewajibannya. Serta adil pula bagi para stakeholders yang terkait. Teori keadilan
ini menjadi penting mengingat kewenangan kurator berdasarkan Undang-Undang
Kepailitan diberikan keleluasaan tanpa adanya batas-batas mengenai harta
kekayaan debitor yang dapat dituntut melebihi daripada kewajiban debitor.

Teori keadilan ini juga sesuai dengan asas pro rata yang menjadi dasar
dalam hukum kepailitan, yaitu adanya pembagian yang rata berdasarkan besarnya
piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor. Selanjutnya kedua teori diatas
menjadi dasar menelaah dalam membahas kewenangan kurator dalam hal harta
pailit lebih besar dari utang.

Menurut Prof. Remy Sutan Sjahdeini, dalam kepailitan dikenal adanya
Asas “Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan

Pernyataan Pailit Kepada Debitor Yang Masih Memiliki Usaha Yang Prospektif”.

8John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 dalam Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si., Teori Keadilan
dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam,
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANAHUKUMISLAM/TEORIKEADILANPERSPEKTI
FFILSAFATHUKUM, diakses 27 Oktober 2010.
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Menurut asas ini, jika debitor tidak membayar utang-utangnya namun masih
memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan
kooperatif dengan para kreditor, maka debitor haruslah diberikan kesempatan
untuk melunasi utang-utangnya, merestrukturisasi  utang-utangnya dan
menyehatkan perusahaannya. Restrukturisasi utang dan perusahaan (debt and
corporate  restructuring, atau corporate reorganization, atau corporate
rehabilitation) akan memungkinkan perusahaan debitor kembali berada dalam
keadaan mampu membayar utang-utangnya.*®

Dalam kepailitan juga dikenal Asas “Putusan Pernyataan Pailit Tidak
Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitor Yang Masih Solven.” Berdasarkan asas ini
permohonan pernyataan pailit seyogianya hanya dapat diajukan dalam hal debitor
tidak membayar lebih dari 50% dari utang-utangnya baik kepada satu atau lebih
kreditornya. Dengan kata lain, apabila debitor tidak membayar kepada kreditor
tertentu saja sedangkan kepada para kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari
50% dari jJumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik,
maka seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh
kreditor maupun oleh debitor sendiri. Pengadilan seyogianya menolak
permohonan tersebut.?’

Dengan demikian, seyogianya syarat kepailitan ditentukan bukan hanya
debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya, tetapi juga tidak
membayar sebagian besar, atau lebih dari 50%, utangnya. Apabila debitor tidak
membayar hanya kepada satu kreditor yang tidak menguasai sebagian besar utang
debitor sedangkan kepada para kreditor yang lain masih tetap melaksanakan
kewajibannya dengan baik, maka kejadian itu bukan kasus yang harus diperiksa
oleh pengadilan niaga, tetapi kasus pengadilan perdata biasa. Bukanlah mustahil
sekalipun debitor tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor tetapi
debitor masih dalam keadaan solven, yaitu masih mampu membayar utang-

utangnya kepada para kreditor yang lain. Debitor tidak membayar utang salah satu

19 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan, cet. 1V, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 48-49.

20 Ibid., hal. 39.
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atau bahkan beberapa kreditor bukan karena tidak mampu lagi membayar
utangnya, tetapi karena mungkin ada alasan tertentu yang menyangkut kreditor
tersebut sehingga debitor tidak mau (tidak bersedia) membayar utangnya.
Misalnya, oleh karena kreditor tertentu itu telah tidak melaksanakan kewajiban
kontraktualnya kepada debitor (atau yang dalam hukum perdata dikenal sebagai
mora creditoris). Dapat pula karena para kreditor tertentu tersebut memiliki juga
utang kepada debitor yang tidak dipenuhi oleh mereka.?*

Debitor yang tidak membayar utangnya hanya kepada satu kreditor tetapi
masih membayar utang-utangnya kepada para kreditor lainnya yang menguasai
sebagian besar utang debitor, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara
kepailitan kepada pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan memutus
perkara-perkara kepailitan, melainkan sebagai perkara gugatan perdata kepada
pengadilan perdata biasa.?

Asas “Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil
Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor Yang Masih Memiliki Usaha Yang
Prospektif” dan Asas “Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan
Terhadap Debitor Yang Masih Solven” tersebut diatas dapat menjadi dasar
menelaah dalam membahas layakkah debitor yang mempunyai asset lebih besar

daripada utang dipailitkan.

1.6. KERANGKA KONSEPSIONAL

1 Utang dalam pengertian hukum kontrak adalah setiap kewajiban untuk
membayar sejumlah uang tanpa mempersoalkan apakah kewajiban itu
timbul berdasarkan perjanjian pinjam uang secara tunai, tetapi meliputi
segala bentuk kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada

pihak lain.?

2L bid. , hal. 41.

22 1bid., hal. 41.

23 |bid., hal. 84-85.
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2. Insolvensi ialah ketidakmampuan untuk membayar utang.*

3. Pemberesan harta pailit ialah tindakan kurator menjual harta pailit.
Kemudian kurator mendistribusikan hasil penjualan harta pailit kepada
masing-masing kreditor dalam rangka melunasi utang-utang debitor
kepada masing-masing kreditor yang piutangnya telah diakui dalam proses
pencocokan atau verifikasi utang-piutang. Distribusi tersebut dilakukan
sesuai dengan urutan tingkat masing-masing piutang mereka sebagaimana
ditentukan oleh undang-undang. Tindakan Kkurator tersebut disebut
tindakan pemberesan harta pailit.?”

4. Perdamaian ialah suatu perjanjian sehingga melahirkan perikatan (Pasal
1233 KUHPerdata).?®

5. Rehabilitasi menurut penjelasan Pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan PKPU ialah pemulihan nama baik Debitor yang
semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi

keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.?’

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode
penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam

24 Arthur Lewis, Dasar-Dasar Hukum Bisnis: Introduction to Business Law, cet. I,
(Bandung: Nusa Media, 2009), hal.398.

25 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan, cet. 1V, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 279.

26 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, cet. |, ed. I, ( Bandung:Alumni, 2006), hal. 185.

27 Ibid., hal. 200-201.
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kegiatan pengembangan ilmu hukum atau yang biasa dikenal dengan dogmatika
hukum.?

Penelitian hukum normatif mencakup kegiatan menginventarisasi,
memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi
keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara
tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-
kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi dan metode-metode yang dibentuk dan
dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut, yang
keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan
penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang
mungkin terjadi di dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif secara langsung
terarah menawarkan alternatif penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum
konkret. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan itu dirumuskan dalam bentuk
sebuah putusan hukum yang disebut juga proposisi hukum. Proposisi hukum ini
memuat penetapan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum
tertentu; artinya: memuat kaidah hukum.?®

Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai kepailitan debitor pailit
yang asetnya lebih besar dari utang, golongan kreditor dalam kepailitan dan
kewenangan kurator dalam pengurusan harta debitor pailit khususnya dalam hal
aset debitor pailit lebih besar dari utang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yang
bersumber dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan
terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-
undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan topik penelitian serta

putusan pengadilan sebagai contoh kasus.

28 Bernard Arief Sidharta, “Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal
dan Dogmatikal” dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, ed. I, cet. Il, diedit
oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal.
142.

29 1bid., hal. 142-143.
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b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian
atau buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti
kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif

dan lain-lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data
kualitatif. Data kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif,
yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistemik dan uraian dengan
pendapat yang logis, serta analisis mendalam dari data yang diperoleh dalam
rangka membantu menarik kesimpulan yang tepat dari hasil penelitian dan
menjawab permasalahan yang dihadapi. Selain itu untuk mendukung data
kualitatif diperlukan wawancara dengan narasumber yang dianggap penting dan
memahami tentang persoalan hukum kepailitan di Indonesia.

Maka penelitian ini terdiri dari:

1. Library research atau penelitian kepustakaan, yang dijadikan pedoman
atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami
serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam
penulisan ini  penulis mengggunakan alat pengumpulan data yang
dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-
undang, yurisprudensi, buku-buku, majalah serta tulisan-tulisan ilmiah
yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sehingga diharapkan
memberikan suatu pedoman dan pemahaman mengenai hukum kepailitan,
khususnya mengenai kewenangan kurator dalam pengurusan dan
pemberesan harta debitor pailit dalam hal harta pailit lebih besar dari
utang.

2. Wawancara dilakukan untuk melengkapi pembahasan ini untuk
memperjelas mengenai data sekunder khususnya bahan hukum primer.
Penulis melakukan wawancara dengan kurator dari Asosiasi Kurator Dan

Pengurus Indonesia (AKPI) untuk mengetahui mengenai kewenangan
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kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal harta

pailit lebih besar dari utang.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini akan dibuat dan disusun dalam lima (5) bab
untuk menguraikan secara sistematis pembahasan tiap-tiap masalah. Adapun
sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 merupakan bab yang berisi tentang Bab Pendahuluan yang
membahas latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penulisan, kerangka teori, kerangka konsepsional, dan metode penelitian yang
digunakan serta sistematika penulisan.

BAB 2 merupakan bab yang berisi ulasan mengenai sejarah, syarat, asas
dan prinsip pembuktian dalam kepailitan. Asas yang akan dibahas ialah mengenai
asas-asas hukum yang penting dalam masalah hukum kepailitan yaitu asas
keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi, asas pro
rata, asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan
pernyataan pailit kepada debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif dan
asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih
solven. Terkait dengan hal tersebut maka dalam bab ini dibahas pula mengenai
harta pailit dan golongan kreditor dalam kepailitan. Kemudian bab ini juga
membahas mengenai kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar
dari utang.

BAB 3 mengulas tentang peranan kurator dan kewenangan yang dimiliki
oleh kurator pada waktu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit
berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya dalam hal harta pailit lebih
besar dari utang.

BAB 4 merupakan bab yang membahas mengenai analisis kasus. Untuk
lebih memberikan pemahaman yang menyeluruh, maka akan dilakukan analisis
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kasus kepailitan di Indonesia dalam bab ini yang didalamnya terkandung unsur
kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utangnya.

BAB 5 merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran
dari seluruh bagian penulisan. Bab ini disampaikan dengan memberikan
kesimpulan atas jawaban dari setiap permasalahan dan penjelasan dari tujuan
penelitian. Saran yang diberikan adalah merupakan saran keseluruhan

permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.
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BAB 2
TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN

2.1. Sejarah Kepailitan Di Indonesia

Kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitor
yang telah jatuh tempo.*® Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau “Bankrupt is
the state or condition of a person (individual, partnership, corporation,
municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term
includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who
has filed a voluntary petition, or who has been adjuged a bankrupt’.*

Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut,
dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan
untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh
tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata
untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri,
maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan
pernyataan pailit ke pengadilan.®

Dalam Pasal 1 butir 1 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
PKPU disebutkan:*®

“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah
pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang
ini.”

30 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, cet, 1V,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 249.

31 Black’s Law Dictionary. Ed. IV. West Group, 2004.

32 Gunawan Widjaja, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, cet. I, (Jakarta: Forum
Sahabat, 2009), hal. 15-16.

33 Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, UU No. 37 tahun 2004, LN No.
131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 1 butir 1.
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Dari rumusan ini, tampak bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum
(beslaag) atas kekayaan debitor. Maksud dari penyitaan ini agar semua kreditor
mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan asset yang disita.
Aset yang disita dikelola atau dalam bahasa UU Kepailitannya disebutkan
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator.*

Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada bahkan sudah
ada undang-undang khusus sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya S. 1905-
217 juncto S. 1906-348. Kemudian S. 1905-217 juncto 1906-348 tersebut
kenudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian diterima
olen Dewan Perwakilan Rakyat sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998. *°

Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang
kontroversial seperti dalam kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia, PT Prudential Life Assurance, dan lain-lain maka timbul niat untuk
merevisi undang-undang tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004,
lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*®

Pengaturan terhadap kepailitan di Indonesia telah diatur dalam beberapa
peraturan perundang-undangan. Apabila dijabarkan ada beberapa fase sebagai
sejarah UU Kepailitan, yaitu:*

1. Fase Sebelum Tahun 1945
2. Fase Tahun 1945

3. Fase Tahun 1945-1948

4. Fase 1948-1998

34 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, cet. I11, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008), hal.
241,

35 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, cet. IV, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2010), hal. 3.

36 Jono, Hukum Kepailitan, ed. 1., cet. 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 2.

37 Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) Teori Dan Praktik, ed. I., cet. 1., (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 61.
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5. Fase 1998-2004
6. Fase 2004-sekarang.

1. Fase Sebelum Tahun 1945

Pada tahun 1838 pembuat Undang-undang di negeri Belanda menyusun
Wetboek van Kophandel (WvK) yang terdiri dari 3 buku yaitu:*

1. Buku | Tentang Van Den Koophandel in Het Algemeen yang terdiri dari
10 bab;

2. Buku Il Tentang Van Den Regten En Verpligtingen uit Scheepvaart
Voortspruitende yang terdiri dari 13 bab yang kemudian bab ke-7
dihapuskan;

3. Buku Il yang berjudul Van de Voorzieningen in geval van onmorgen van

Kooplieden, yang diatur dari Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 (WvK).

Peraturan Kepailitan dalam Buku Il WvK tersebut hanya berlaku untuk
pedagang. Disamping itu, terdapat pula Buku Il Titel 8 Wetboek Van Burgelijke
Rechtsvordering (BRV) yang mengatur kepailitan bukan pedagang. Dengan
demikian, di negeri Belanda pada waktu itu terjadi dualisme dalam pengaturan
kepailitan yaitu:*

1. Kepailitan bagi pedagang diatur dalam Buku I11 WvK;
2. Kepailitan bagi bukan pedagang yang diatur dalam Buku 11l BRV.

Kedua buah peraturan kepailitan tersebut kemudian juga diberlakukan di
Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Oleh karena itu, sejak tahun 1848 di

Indonesia pun berlaku peraturan kepailitan yang bersifat dualistis. *°

38 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, ed. I, cet. I, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 5.

39 Ibid., hal. 5-6.

40 1bid., hal. 6.
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Kemudian Stb. (LN) 1906 Nomor 348 menghapuskan Buku Il WvK dan
menghapuskan Buku Il BRV. Lalu dengan Stb. 1905 Nomor 217 dinyatakan
berlaku peraturan kepailitan yang baru. Peraturan Kepailitan yang baru yaitu
Failissementsverordening yang selanjutnya disingkat FV di Indonesia hanya
berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, dan untuk
orang-orang yang tidak tunduk kepada Hukum Perdata Barat berlaku hukum
adatnya masing-masing. Akan tetapi, kemudian dengan adanya Lembaga
Penundukan Diri secara Sukarela kepada Hukum Perdata Barat (Stb.1917 Nomor
12). Faillissementverordening tersebut juga berlaku bagi golongan Bumiputera

dan golongan Timur Asing.**

2. Fase Tahun 1945

Pada fase ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1l Aturan Peralihan UUD 1945
yang berbunyi: “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”,
sehingga ketentuan Faillissementverordening tersebut berlaku pula bagi seluruh

lapisan masyarakat Indonesia.*?

3. Fase Tahun 1945-1948

Pada fase ini, atas dasar ketentuan Pasal 1l Aturan Peralihan UUD 1945
tersebut, ketentuan Faillissementverordening (Staatsblad 1905 No. 217 juncto
Staatsblad 1906 No. 348) berlaku bagi selurun warga negara Indonesia.
Selanjutnya, pada kurun waktu 1947-1948 kemudian Pemerintah Pendudukan
Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (Noodregeling
Faillissement 1947) yang tujuannya untuk memberikan dasar hukum bagi

penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya pemerintahan

41 1bid., hal. 7.

42 Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) Teori Dan Praktik, ed. I., cet. 1., (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 63.
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Jepang. Ketentuan tersebut tidak berlaku lagi, mengingat tugas tersebut telah lama

selesai.*®
4. Fase 1948-1998

Pada fase ini Faillissementverordening (Staatsblad 1905 No. 217 juncto
Staatsblad 1906 No0.348 dalam praktiknya jarang dipergunakan. Karena diantara
ketentuan tersebut kurang dikenal masyarakat, terlebih bagi pedagang/pengusaha
pribumi tingkat kecil dan menengah yang transaksinya terbatas, sehingga mereka
tidak familier dengan sistem hukum bisnis barat. Sosialisasi yang minim dan
kurangnya kepercayaan masyarakat pada kemampuan pengadilan untuk dapat
bersikap objektif dan akan sungguh-sungguh menegakkan keadilan yang sebaik-

baiknya dalam perkara kepailitan juga merupakan kendala pada masa itu.**
5. Fase 1998-2004

Pada tahun 1998 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang juga
berpengaruh terhadap peraturan kepailitan. Pemerintah kemudian menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, yang selanjutnya dikenal
dengan Perpu Kepailitan. Perpu tersebut mengubah dan menambah
Faillissementsverordening (FV) dan tidak mencabut Failllissementsverordening
(FV). Oleh karena itu, dengan adanya Perpu No. 1 Tahun 1998 terdapat 2
peraturan kepailitan yaitu:*

1. Faillissementsverordening (yang sebagian besar masih berlaku selama
tidak diubah dan ditambah oleh Perpu Kepailitan).

43 1bid., hal. 63.
44 1bid., hal. 63-64.

45 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, ed. I, cet. I, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 8-10.
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Perpu Kepailitan yang mengubah dan menambah

Faillissementsverordening.

Adapun yang menjadi pertimbangan keluarnya Perpu No. 1 Tahun 1998 adalah:

1.

Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997
telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan
perekonomian nasional, dan menimbulkan Kkesulitan yang besar di
kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam
memenuhi kewajiban kepada Kreditor;

Untuk memberikan kesempatan kepada pihak Kreditor dan perusahaan
sebagai Debitor dalam mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan
sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif;
Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang
piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang
penundaan kewajiban pembayaran utang;

Peraturan  tentang  kepailitan yang  masih  berlaku  yaitu
Faillissementsverordening atau Undang-Undang tentang Kepailitan
sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto
Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan
penyesuaian utang piutang tadi;

Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap
perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan
memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang piutang perusahaan
dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para Debitor dan
Kreditor secara adil, cepat terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk
segera diwujudkan;

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang
piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa
secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di
lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani,

memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang
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kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam
penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada
umumnya;

7. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi
penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu untuk
secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam
Undang-Undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217
juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), dan menempatkannya dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Perpu tersebut ditetapkan pada tanggal 22 April 1998. Kemudian pada
tanggal 9 September 1998 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang
Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, sejak 9 September 1998
tersebut mengenai kepailitan diatur dalam dua peraturan yaitu:*®

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998;
2. 